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Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (UU 30/2009) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara . Penguijian Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan
ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 bertentangan dengan
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Amar Putusan . Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan . Selasa, 21 Juni 2016

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 3
ayat (1) , Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah
pengujian  konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU
30/2009) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo;

Mengenai kedudukan hukum, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan,
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 sebagaimana didalilkan Pemohon,
Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon lebih banyak berbicara mengenai in-efisiensi PLN serta
usulan Pemohon tentang PLN seharusnya, tanpa memberikan argumen mengenai
pertentangan norma Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2),
serta Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD
1945. Selain itu, dalam petitum permohonannya Pemohon juga meminta pembatalan
seluruh UU 30/2009 tanpa memberi penjelasan atau argumentasi hukum apakah
pasal yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan pasal jantung sebagaimana
pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang
sudah dibatalkan oleh Mahkamah. Padahal, Pasal 30 huruf a UU MK telah
mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai



pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 17 Februari 2016, sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada
Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun ternyata permohonan
Pemohon tetap tidak memberikan dan menguraikan argumentasi hukum adanya
pertentangan norma Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2),
dan Pasal 6 ayat (1) UU 30/2009 terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan
Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak
perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok
permohonan Pemohon. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan
yang amar putusannya: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



